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CHECKLIST PERMOHONAN  
PERUBAHAN KAWASAN BERIKAT 

 

NAMA PERUSAHAAN  : ..................................................................................................  
ALAMAT KANTOR  :................................................................................................... 
 
ALAMAT PABRIK  :................................................................................................... 
 
NPWP    :................................................................................................... 
BIDANG USAHA  :................................................................................................... 
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NO URAIAN 
ASLI/ COPY 

ADA TIDAK 
ADA 

1 Surat Permohonan Perubahan data KB   

2 Daftar isian kelengkapan dokumen permohonan Penetapan KB   

Jenis Perubahan Data KB *) 

1. Perubahan nama bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, 
dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

  

 - Perubahan Akta Pendirian Perusahaan yang telah 
mencantumkan nama perusahaan yang baru dan 
pengesahannya 

  

 - NPWP dan SPPKP dengan nama perusahaan yang baru   

2. Perubahan Nama dan/atau alamat Pemilik/Penanggung Jawab   

 - Perubahan Akta Pendirian Perusahaan yang telah 
mencantumkan nama penanggung jawab yang baru dan 
pengesahannya 

  

 - Identitas Penanggung Jawab yang baru   

3. Perubahan Luas Lokasi masih dalam 1 (satu) hamparan   

 - Berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dari kantor 
pabean yang mengawasi lokasi tambahan Kawasan Berikat 

  

 - Surat Rekomendasi dari kantor pelayanan yang mengawasi   

 - Bukti Penguasaan Lokasi   

 - Denah atau layout Kawasan Berikat sebelum  dan sesudah 
perubahan luas 

  

4. Perubahan Luas Lokasi tidak dalam 1 (satu) hamparan   

 - Berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dari kantor 
pabean yang mengawasi lokasi tambahan Kawasan Berikat 

  

 - Surat Rekomendasi dari kantor pelayanan yang mengawasi   

 - Bukti Penguasaan Lokasi   

 - Memiliki Profil Risiko Layanan Rendah   

 - Bukti penguasaan lokasi tambahan   

 - Ruang pengawasan petugas BC   

 - CCTV di lokasi yang ditambahkan (dapat memberikan 
gambaran pemasukan dan pengeluaran barang) 
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 - IT Inventory yang tidak terpisah dengan IT Inventory KB induk   

 - Memenuhi persyaratan fisik yang tercantum pada pasal 6 
huruf a dan b PERDIRJEN 19/BC/2018 

  

 - Memenuhi ketentuan : 
1. Kapasitas penimbunan bahan baku dan/atau barang 

hasil produksi di dalam KB induk tidak mencukupi; 
dan/atau 

2. Karakteristik Hasil Produksi ybs memerlukan tempat 
penimbunan khusus di luar lokasi KB induk 

  

5. Perubahan Jenis Hasil Produksi   

 - Izin usaha industri terakhir   

 - Uraian proses produksi bahan yang dimohonkan   

6. Perubahan nama perusahaan karena merger atau diakuisisi   

 - perubahan akta pendirian perusahaan yang telah 
mencantumkan nama perusahaan yang baru hasil dari merger 
atau akuisisi dan pengesahannya 

  

 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat pengukuhan 
pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru 
hasil dari merger atau akuisisi 

  

 - izin usaha industri yang baru hasil dari merger atau akuisisi   

7. Perubahan Luas PDKB yang tidak dalam 1 hamparan yang berada 
dalam satu penyelenggara KB: 

  

 - bukti penguasaan lokasi   

 - rekomendasi dari penyelenggara Kawasan Berikat   

 - denah atau layout PDKB sebelum dan sesudah perubahan 
luas 

  

 - Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi  dari Kantor 
Pabean yang mengawasi PDKB 

  

 - Surat Rekomendasi dari kantor pelayanan yang mengawasi   

Permohonan sebagaimana tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan 
melampirkan pembuktian kriteria dan persyaratan dalam bentuk soft copy berupa hasil scan 
dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik. 

TANPA BIAYA 

*) diisi sesuai permohonan perubahan data yang diajukan 
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